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Abstrak
 

Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan

(impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi

impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan

pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing

instansi penerbit sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya,

mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap barang yang keluar-masuk (ekspor-impor) daerah

pabean dalam upaya menindaklanjuti peraturan larangan dan pembatasan yang telah diterbitkan oleh instansi

teknis terkait. Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam dua bab. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas,

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)

dengan maksud untuk meneliti, mendalami, dan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan

larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan

penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua

data yang diperoleh terkait dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Sedangkan

berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa,

dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap penyempurnaan atas ketentuan larangan

dan pembatasan impor atau ekspor. Penyempurnaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden

sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

......

Restricted and prohibited goods are goods that are restricted or prohibited on importation or exportation to

and from Indonesian customs territory. Each of Restricted and prohibited goods that are restricted or

prohibited on importation or exportation are regulated in the provisions on prohibition and/or restriction of

certain import or export. the Establishment of provisions on prohibition and restriction of certain import or

export is the authority of each government agencies according duties and functions. Directorate of Customs

and Excise in accordance with the duties and functions, have the authority to control over the goods that

entering (import) or leaving (export) Indonesian customs territory in an effort to follow up the provisions on

prohibition and restriction which was published by related agencies. This thesis analyzing two main issues

that are divided into two chapters. This research uses normative research methods/ literature legal research.

In accordance with the method above, the approaches that used in this research is the regulatory

approach/statute approach which aims to researching, steeped in, and examines problems relating to

provisions on prohibition and restriction of certain import or export. By its characteristic, This legal research

is a descriptive study because this research is intended to illustrate and elaborate all of obtained data related
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to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Whereas based on its forms, this

legal research is a prescriptive research. After analyzing, can be concluded there is a definite need to make

improvements on provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Such improvements is

formulated in the form of Regulation of the President as a further regulation from the provisions of Law

Number 17 of 2006 on Amendment of Law Number 10 of 1995 on Customs.


